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MOTO
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Onassis)
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Pertumbuhan korupsi semakin nyata setiap tahun. Berdasarkan data yang dirilis oleh
Transparency Internasional Indonesia pada 25 Januari 2022 lalu, di tahun 2021
Indonesia memperoleh Indeks Persepsi Korupsi atau yang selanjutnya disebut IPK
dimana pada indeks tersebut Indonesia berada di peringkat ke 96 dari 180 negara dan
memperoleh skor 38 pada perolehan nilai tahun ini. Berdasarkan hal tersebut dapat
dikatakan bahwa tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia masih dibawah nilai
rata- rata. Tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada satu wilayah negara saja,
sehingga kejahatan ini tergolong kejahatan transnasional. Para pelaku tindak pidana
korupsi bisa dengan mudahnya melintasi batas yuridiksi dan geografis antarnegara
dengan maksud agar bisa terbebas dari kejaran para penyelidik/penyidik. Hal ini
membuat Negara kesulitan untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita
dikarenakan selama ini model perampasan aset yang digunakan adalah perampasan
aset secara in persona yang mengharuskan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu
yang menyatakan pelaku terbukti bersalah dan setelah itu Negara bisa merampas
asetnya. Penyitaan aset telah diterapkan dalam banyak kasus korupsi, tetapi jumlah
aset yang disita tidak sebanding dengan jumlah kerugian finansial yang dialami oleh
Negara.

Dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, tedapat beberapa
koruptor yang melarikan diri ke luar negeri tetapi masih memiliki aset/kekayaan di
Indonesia. Dari beberapa kasus yang terjadi dianggap penting untuk menerapkan
sebuah konsep perampasan aset tanpa pelaku tersebut mendapatkan putusan
pengadilan terlebih dahulu, agar kerugian Negara bisa diselamatkan tanpa terhalang
keberadaan si pelaku. Konsep ini juga nantinya bisa mendukung agenda
pemberantasan korupsi yang berbasis pada pendekatan “follow the money & follow
the asset” yaitu mengetahui serta mengikuti jejak rekam kekayaan hasil korupsi agar
aset para koruptor yang masih berada di Indonesia tidak bisa lagi dinikmati oleh



pelaku dan bisa dirampas walaupun pelaku melarikan diri. Berdasarkan hal tersebut,
perlu dilakukan penelitian terkait konsep apa yang ideal untuk diterapkan dalam
perampasan aset di Indonesia dan apakah konsep tersebut nantinya bertentangan atau
tidak dengan Hak Asasi Manusia dari pelaku.

Penelitian in merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe
penelitian adalah Doctrinal Research, yakni penelitian yang menyediakan ekspos
sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis
hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan
memperkirakan perkembangan mendatang. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya,
yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Untuk menganalisis isu hukunnya, menggunakan sumber bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulan nya melalui studi
pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (content
analysis) berdasar logika dan argumentasi hukum.

Perampasan aset dalam hukum positif di Indonesia telah memiliki landasan dalam
penerapannya, namun masih terdapat beberapa hal yang belum tercakup oleh
regulasi- regulasi yang ada, misalnya seperti seperti perampasan aset terhadap
koruptor yang melarikan diri. Perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non
Conviction Based Asset Forfeiture merupakan konsep perampasan aset yang ideal
untuk dapat diterapkan terhadap koruptor yang melarikan diri, sesuai dengan
ketentuan yang termuat dalam UNCAC 2003. Perampasan ini dilakukan secara
perdata (in rem) dan ditujukan pada aset pelaku tanpa melalui proses pidana agar
upaya pengembalian aset bisa tetap berjalan walaupun terdapat keadaan- keadaan
tertentu yang membuat peradilan pidana terhadap koruptor tidak dapat dilaksanakan.
Dengan demikian, fokus utama upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lagi
berorientasikan kepada penjeraan pelaku, melainkan berfokus pada jejak rekam
kekayaan hasil korupsi agar pelaku tidak lagi dapat menikmatinya. Diadopsinya
ketentuan mengenai perampasan aset sesuai dengan yang termuat dalam UNCAC
juga menjadi sebuah komitmen Indonesia dalam tindak lanjut dari sebuah ratifikasi
tersebut.

Konsep NCB Asset Forfeiture sama sekali tidak bertentangan dengan HAM. NCB
Asset Forfeiture tidak bergantung pada kesalahan pidana terdakwa, tapi bergantung
pada keberadaan aset itu sendiri setelah lebih dahulu ada dugaan kuat dan keyakinan
bahwa aset tersebut tercemar/ternodai korupsi dan melawan hukum, maka
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penggunaan prinsip praduga bersalah terhadap aset tersebut adalah sah. Dengan
ketidakmampuan dari pelaku membuktikan bahwa dia telah memiliki harta kekayaan
tersebut secara sah menurut hukum, maka telah ada dugaan kuat bahwa harta tersebut
merupakan hasil kejahatan. Harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan tersebutlah
yang kemudian harus dinyatakan sebagai “harta kekayaan yang tercemar”. Kemudian
terkait dengan adanya hak milik yang dilindungi Negara yang diatur dalam Pasal 28H
ayat (4) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan sejalan dengan
Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of
Human Rights, konsep ini juga tidak bertentangan karena pada dasarnya hak milik
merupakan hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati, tetapi Negara
tidak memberikan perlindungan konstitusi atas penguasaan aset secara tidak sah
sehingga perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai instrumen negara untuk
melindungi penguasaan aset yang sah bukanlah pelanggaran HAM dan tidak
bertentangan dengan pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia
tahun 1945 dan pasal 17 DUHAM.
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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada satu wilayah negara saja. Para pelaku
tindak pidana korupsi bisa dengan mudahnya melintasi batas yuridiksi dan geografis
antarnegara dengan maksud agar bisa terbebas dari kejaran para penyelidik/penyidik.
Hal ini membuat Negara kesulitan untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita
dikarenakan selama ini model perampasan aset yang digunakan adalah perampasan
aset secara in persona yang mengharuskan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu
yang menyatakan pelaku terbukti bersalah dan setelah itu Negara bisa merampas
asetnya. Oleh karena itu penelitian hukum ini mengkaji dan menganalis konsep ideal
perampasan aset terhadap koruptor yang melarikan diri. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang- undangan dan
konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Sebagai Negara yang meratifikasi UNCAC, sudah seharusnya Indonesia mengadopsi
ketentuan Perampasan aset tanpa Pemidanaan atau NCB Asset Forfeiture sesuai
dengan yang tercantum dalam UNCAC. Konsep NCB Asset Forfeiture menjadi ideal
untuk diterapkan terhadap koruptor yang melarikan diri karena dilakukan secara
perdata (in rem) dan ditujukan pada aset pelaku sehingga pengembalian aset bisa
tetap berjalan walaupun terdapat keadaan tertentu yang membuat peradilan pidana
terhadap koruptor tidak dapat dilaksanakan. Konsep ini juga tidak bertentangan
dengan HAM Kkarena tidak bergantung pada kesalahan pidana terdakwa, tapi
bergantung pada keberadaan aset itu sendiri dan penggunaan prinsip praduga bersalah
terhadap aset tersebut adalah sah. Konsep ini juga tidak bertentangan dengan hak
milik yang dilindungi Negara dalam Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar
Republik Indonesia tahun 1945 karena pada dasarnya Negara tidak memberikan
perlindungan konstitusi atas penguasaan aset yang diperoleh secara tidak sah.

Kata kunci (keyword) : Korupsi, Perampasan aset, Hak asasi manusia
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DAFTAR SINGKATAN

UNCAC = United Nations Convention Against Corruption
NCB Asset Forfeiture = Non- Conviction Based Asset Forfeiture

HAM = Hak Asasi Manusia

DUHAM = Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia

ICCPR = International Covenant on Civil and Political Rights
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